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Padang, Padek—Komisi Periberan-
tasan Korupsi (KPK) RI memastikan
akan menindaklanjuti pengaduan
dari enam anggota DPRD Sumbar

terkait dugaan penyelewengandana-

Covid-19: :
_ Hal'ini disampaikan Plt Jubir
KPK Ali Fikri dalamrelisnya. “Terkait

laporan pengaduan tersebut; setelah

kami cek, informasi yang kami tew
rima benar telah diterima KPK,” kat-

'KPK Pelajari Dugaar]

anya, Selasa (25/5). undang yang berlalar ter-
.Dia menggtakan, KPK masuk ranah tindak-pi-

memastikan agan menin- dana korupsi dan men-

daklanjuti lapdran masya- jadi kewenangan KPK.

rakat dengan
verifikasi dan tla

“Tentu akan ditin-

berlaku jika menjadi ke-

Ali meinyebutkan

\fdaklan]un sesuai ke-
tentuan hukum yang"

wenangan KPK] Katany4.

ETeaayalahgunaan. Anggaran Covid-19

- danmateripengaduan, pihalnyatidak
~bisa menyampaikan. Perkembangan

akan diiformasikan lebih lanjut nan-
tinya.

Diketahui Senin (24/5) enam
anggota DPRD Sumbar inelaporkan
dugaan tindak pidana korupsi pe-
ngadaan barang untuk penanganan

! Covid-19 tahun 2020 yang terjadi di

» Baca KPK...Hal 19

omisi KPK diJak’arta. i

ayat dan Evi Yandri.

Sambungan an ha/ 20

Badan Penanggulangan Ben-
ana Daerah' (BPBD) Sumbar ke~

‘Berkas laporan yang ‘ditanda-
ngani-secara pribadi oleh Hi-
ayat, Evi Yandri Nurnas, Nofrizon,
bert Hendra Lukman dan Syam-
ul Bahri itu diantarkan oleh Hi-

Evi Yandri menyampaikan do-
kumen laporan materinya terkait
Jpengadaan barang untuk pena-
ganan Covid-19 tahun anggaran
020, sebesar Rp7 63 miliar lebih
ang tidak sesuai ketentuan ber-
asarkan: Laporan Hasil Pemerik-

D1]elask‘" Evi, berdasarkan
hasil pemeriksaan atas Laporan
Hasil Pemeffiksaan atas Sistem

mengenai pihak pelapor

Dugaannya karena ter]admya
mark up-atau pemahalan harga
pengadaan hand sanitizer 100 ml
dan 500 ml yang mengakibatkan
indikasi kerugian keuangan daerah
sebesar Rp 4,847 miliar: Kemudian

. pes atau total sebesar Rp 7,875 mll

" jar. Dugaan matkup atau pemahalan
* dalam pengadaan masker bedah se-
“ banyak 4.000 box dan pengadaan

rapit test senilai Rp275.000 per pcs
atau total senilai kontrak sebesar

‘Fengendahav Intern dan Kepa- transaksipembayaransebesarRp49 - Rp2,750miliar. Dugaanmarkupatau
tuhan terhadap Peraturan Perun- - miliar lebih tidak sesuai ketentuan | pemahalandalampengadaansu:gl .
dangUndangan oleh Badan Peme- - karena dilakukan secara tunai. Se- cal gown sebanyak 15.000 pcs sehar- -
‘riksa Keuangan Republik Indone-  hingga berpotensi terjadinya pen- gaRplZS 000 per pcs. Sehingga: total

barang untuk penanganan Covid- Lalu, dugaan mark up atau pe- |
19 tersebut tiflak sesuai denganke-  mahalan pengadaan hazmat (APD
tentuan dan Berpotensimerugikan  premium) sebanyak 21.000 pcs, se-,
keuangan dderah. suai kontrak senilai Rp 375.000 per

yalahgunaan dan dan dari pem-

bayaran tersebutjuga terdapat pem- -
bayaran kepada pihak orang orang-

tidak dapat diidentifikasi sebagai
penyediabarang.

nilaikontrak sebesar Rp 1,875 miliar. -

“Berdasarkan hasil temuan BPK
tersebut di atas maka pengadaan
barang untuk penanganan Covid--
19 pada BPBD Sumbar tidak sesuai
ketentuan sebesar Rp7,631 miliar
lebih ini harapan kami dapat di-
proses secara hukum oleh penyi-
dik KPK. (eko)



